Realita Di Balik Aturan 
Oleh Agustinus Rudhy Setiawan 

A. Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat

Di dunia ini, Sang Pencipta menciptakan manusia dengan berbagai macam kondisi. Ada yang dikaruniai pancaindra yang lengkap, namun ada pula yang dikaruniai pancaindra yang tidak lengkap. Tapi di balik itu semua, Tuhan juga memberikan jalan hidup bagi manusia yang mau berusaha. Untuk kita yang mau berusaha dengan keras dan tekun, pastilah Tuhan memberikan kesuksesan pada kita.
Di kawasan Asia Pasifik, jumlah orang yang cacat adalah ± 400 juta, sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan dan mengalami keterbelakangan sosial khususnya dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya diskriminasi yang dialami oleh si penyandang cacat. Diskriminasi dialami oleh penyandang cacat di bidang pendidikan, politik, ekonomi, juga dalam hal akses mendapatkan pekerjaan yang layak, gender, aksesibilitas/mobilitas yang kurang mendukung, dan bentuk-bentuk diskriminasi yang lainnya. Diskriminasi terhadap penyandang cacat ini sangat dirasakan oleh penyandang cacat, khususnya bagi penyandang cacat perempuan dalam bentuk pelecehan seksual dan sebagian kultur/adat yang memandang bahwa perempuan itu sebagai objek saja. Dalam masyarakat yang mempunyai kultur/adat demikian, perempuan dipandang sebagai seorang yang lemah/penurut. Selain itu, ada stigma yang sangat negatif di masyarakat yang menyebutkan bahwa setinggi-tingginya pendidikan seorang wanita pasti kembali ke dapur, mengasuh anak, melakukan kegiatan rutin rumah tangga, dan kegiatan-kegiatan yang monoton lainnya. Kondisi inilah yang menyebabkan seorang perempuan, lebih-lebih perempuan penyandang cacat tidak mempunyai posisi tawar, baik dalam sektor formal maupun informal. Keadaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara berkembang lain. Di sinilah pentingnya partisipasi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan peran serta penyandang cacat, khususnya penyandang cacat perempuan agar eksistensinya dapat diakui dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. 

Di Indonesia sendiri yang jumlah penduduknya ± 220 juta jiwa, sekitar 2% penduduknya mengalami kecacatan, baik cacat fisik, mental, maupun kedua-duanya. Berdasarkan UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 1-1, yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

· Penyandang cacat fisik (tunanetra, tunadaksa, tunarunguwicara)
· Penyandang cacat mental (tunagrahita dan tunalaras)
· Penyandang cacat fisik dan mental (cacat ganda atau gabungan keduanya)
Secara yuridis, penyandang cacat di Indonesia dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh negara. Tapi kenyataannya, dalam kehidupan bermasyarakat, penyandang cacat sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif. UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat mengatur/melindungi/memberikan kesempatan/peranan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat/pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial penyandang cacat untuk memperoleh hidup dan penghidupan yang layak. Namun sangat disayangkan, pelaksanaan dari kedua peraturan tersebut sangat jauh dari yang tertulis dalam undang-undang. Hanya sedikit saja dari jumlah 2% penyandang cacat yang dapat diterima bekerja di sektor formal. 
Lapangan kerja secara umum dapat digolongkan menjadi dua sektor kegiatan usaha, yaitu:

1. 
Sektor formal, yaitu suatu kegiatan usaha yang terorganisasi/terstruktur dengan rapi dan menggunakan standar yang baku, misalnya instansi pemerintah dan instansi swasta.

2. 
Sektor informal, yaitu kegiatan usaha yang tidak mempunyai struktur maupun standar kerja yang baku, misalnya wirausaha, UKM, atau kegiatan usaha lainnya yang tidak mempunyai struktur/standar yang jelas.
Kedua sektor usaha tersebut seharusnya dapat diikuti oleh penyandang cacat sehingga mereka juga dapat berkompetisi dengan yang lain. UU No.4 tahun 1997 pasal 1-3 menjelaskan tentang persamaan kesempatan, yaitu bahwa kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal 14 juga mensyaratkan perusahaan negara dan swasta untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan. Hal tersebut juga diatur lagi dalam PP No. 43 tahun 1998 pasal 28 yang menyatakan bahwa pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada pekerjaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja di perusahaannya.

Di antara dua kegiatan usaha di atas, yang paling diminati oleh penyandang cacat adalah kegiatan usaha di sektor formal, yaitu di instansi pemerintah. Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan dambaan hampir setiap penyandang cacat, baik yang laki-laki maupun perempuan. Dengan menjadi PNS, jaminan kesejahteraan sosial akan sangat terjamin. Meskipun PNS mendapat gaji kecil, tetap saja banyak penyandang cacat yang menginginkannya karena negara menjamin dana pensiun bagi setiap PNS. 
Di tahun 2006 lalu, Departemen Sosial RI membuka formasi untuk penyandang tunanetra menjadi PNS di lingkungan Departemen Sosial. Dari formasi enam orang yang dibutuhkan, secara kebetulan tiga orang di antaranya adalah tunanetra perempuan, dan tiga yang lain adalah laki-laki. Ini merupakan kabar yang membahagiakan bagi penyandang cacat pada umumnya, bahwa akses untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan telah dibuka. Kini tinggal kesiapan kita saja sebagai penyandang cacat untuk menunjukkan kualitas dan kapasitas dalam bekerja secara profesional. Sementara itu, bekerja di instansi swasta merupakan prioritas kedua bagi penyandang cacat untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Meskipun sangat mendambakan untuk bekerja di sektor formal, sebagian besar penyandang tunanetra merasa kurang percaya diri untuk bekerja di sektor formal tersebut. Hal ini dikarenakan sektor formal mempunyai standar kerja yang tinggi, sedangkan rata-rata pendidikan penyandang cacat, khususnya tunanetra belum memenuhi kualifikasi. Kebanyakan tunanetra masih merasa bahwa mereka pasti akan menemui kesulitan untuk berinteraksi dalam kegiatan usaha sehari-hari. Hal ini terutama dirasakan oleh tunanetra perempuan yang secara psikologis mudah tersinggung (lebih mengandalkan perasaan), serta hambatan-hambatan lain yang mungkin ada pada perempuan. Karena itu, untuk sementara ini, sektor informal --seperti pijat dan bermain musik-- menjadi pilihan mata pencaharian penyandang tunanetra. Sebagian besar tunanetra masih beranggapan bahwa tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali memilih salah satu dari kedua jenis pekerjaan di sektor informal tersebut. 
Dari permasalahan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara bahwa rasa tidak percaya diri untuk bekerja di sektor formal merupakan hambatan terbesar bagi tunanetra pada umumnya, dan tunanetra perempuan pada khususnya. Ini semua diakibatkan oleh adanya kesenjangan dan diskriminasi dalam bidang pendidikan bagi penyandang cacat, khususnya tunanetra yang sebenarnya memerlukan perlakuan khusus.
B. Terlahir Cacat

Dalam lomba esai yang diselenggarakan oleh DPP Pertuni Jakarta dengan tema “Akses Tunanetra Perempuan ke Dunia Kerja”, penulis tertarik untuk mengangkat kisah tentang seorang penyandang cacat perempuan yang mempunyai keahlian khusus dalam membuat anyaman khas Bali. Tunanetra perempuan ini, yang bernama Bu Wayan Saba tinggal di Kecamatan Kecicang, Kabupaten Karangasem Bali. Bu Wayan Saba adalah seorang penyandang tunanetra yang ulet dan terampil dalam menganyam. Ketunanetraan yang dalaminya sejak kecil tak menghalangi dirinya untuk terus mengembangkan diri. Meskipun tunanetra, Bu Wayan Saba mempunyai keluarga yang harmonis dengan dua orang anak dari suami yang bukan seorang penyandang cacat. Suami Bu Wayan Saba bekerja sebagai buruh bangunan di Bali. Apa yang dikerjakan oleh Bu Wayan Saba selama ini selain untuk mengisi kekosongan waktu, adalah juga untuk membantu ekonomi keluarganya. “Dapat uang, lumayan bisa untuk masak kebutuhan sehari-hari”, demikian Bu Wayan Saba. 
Pendidikan yang diperoleh Bu Wayan Saba hanyalah sampai tingkat sekolah dasar saja. Di daerah-daerah luar Jawa, tunanetra memang kurang mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, dan dukungan dari keluarga. Bila ada anak atau salah satu anggota keluarga menjadi tunanetra, maka si tunanetra tersebut akan dipingit di rumah dan tak boleh keluar jauh dari rumah. Kondisi inilah yang menyebabkan Bu Wayan Saba tidak menuruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterampilan menganyam yang dimiliki Bu Wayan Saba diperolehnya karena adat Bali mewajibkan perempuan bisa menganyam untuk keperluan sembahyang Agama Hindu (membuat banten). Masyarakat Bali, khususnya kaum perempuan diwajibkan untuk membuat perlengkapan sembahyang sendiri dari bahan dasar janur dan dedaunan lain. Karena itulah, Bu Wayan Saba yang tunanetra bisa sangat terampil dalam menganyam. 
Dalam hal ini, tampak jelas bahwa apa yang dinamakan “kearifan lokal” dapat menolong seorang tunanetra untuk mandiri. Sayangnya, kita sering melupakan kearifan lokal yang sangat banyak terdapat di Indonesia ini. Potensi ini belum digali apalagi dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya, serta penyandang tunanetra pada khususnya.
C. Peran Masyarakat dan Pemerintah untuk Memberikan Akses Pekerjaan
Untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat khususnya tunanetra, peran serta dari masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan. Peran nyata masyarakat dan pemerintah dalam bentuk pelatihan keterampilan dan pemberian peluang kerja kini sedikit demi sedikit telah dapat dirasakan manfaatnya oleh penyandang cacat, khususnya tunanetra. Contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh Bina Loka Karya (BLK) yang merupakan pusat kegiatan pelatihan bagi penyandang cacat termasuk di dalamnya tunanetra. Bina Loka Karya (BLK) berlokasi di Karangasem Bali. Kelompok pelatihan keterampilan yang mendidik orang-orang cacat dengan berbagai keterampilan ini bertujuan agar para penyandang cacat bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Tidak semua penyandang cacat, khususnya tunanetra perempuan dapat mempunyai pendidikan tinggi dan bekerja di sektor formal; itu sebabnya, sektor informal bisa menjadi pilihan. Yang penting adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar para penyandang cacat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. 
Bu Wayan Saba adalah salah satu alumni Bina Loka Karya (BLK) jurusan keterampilan anyaman. Ilmu yang didapatkannya benar-benar dia terapkan untuk mencari kesejahteraan hidup. Hasil kerajinan yang dibuatnya antara lain adalah ingke, tampah, dan kerajinan-kerajinan anyaman lain khas Bali. Ingke adalah sejenis piring yang terbuat dari anyaman rotan atau bambu yang berfungsi sebagai tempat makanan dan digunakan dalam upacara adat. Sedangkan tampah adalah anyaman terbuat dari bambu yang berbentuk bulat besar dan digunakan dalam upacara adat sebagai tempat meletakkan sesajian. Order yang diterima Bu Wayan Saba tak pernah surut, meskipun kadang-kadang sepi. Dalam menangani pesanan ingke dan tampah tersebut, Bu Wayan Saba mengerjakannya bersama ibu-ibu yang lain. 
Dalam PP No. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat, pasal 34-1, untuk mewujudkan iklim usaha bagi penyandang cacat, kepada penyandang cacat yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama, dapat diberi bantuan oleh pemerintah/menteri. Ketentuan yang menyebutkan bahwa semua penyandang cacat, termasuk di dalamnya yang mempunyai keahlian khusus dan yang mempunyai usaha sendiri akan mendapatkan bantuan dari pemerintah hendaknya disikapi positif oleh para penyandang cacat. Bila ini dilakukan, maka semangat wirausaha akan tumbuh, dan itu artinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang cacat akan tersedia. 

Pemerintah sudah beritikad mendorong penyandang cacat untuk mempunyai keahlian khusus sehingga dapat berusaha sendiri, atau melalui kelompok usaha bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Dengan adanya kelompok usaha semcam ini, maka interaksi/kepedulian masyarakat terhadap penyandang cacat diharapkan akan muncul. Konsep kelompok usaha bersama (KUBE) ini dipandang baik untuk menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang cacat. Melalui KUBE ini diharapkan dapat terjalin komunikasi dan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara tunanetra, khususnya tunannetra perempuan dengan masyarakat. Hal ini dilandasi pula oleh PP No.43 tahun 1998 pasal 33-1 yang menyatakan bahwa dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang cacat. 
Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut? Usaha dari Bu Wayan Saba belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah, modalnya pun dari hasil patungan atau pinjaman dari teman.
Selain mengharapkan masyarakat berperan melalui perorangan atau pun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah juga sebenarnya berkewajiban untuk memberikan bimbingan keterampilan dan bimbingan-bimbingan lain bagi penyandang cacat khususnya tunanetra perempuan melalui Departemen Sosial maupun Dinas Sosial di tingkat daerah. 
Program yang ditawarkan oleh pemerintah untuk penyandang cacat adalah program rehabilitasi sosial dan rehabilitasi pelatihan. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental, dan sosial, dengan tujuan agar penyandang cacat dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal dalam bermasyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelatihan secara utuh dan terpadu agar penyandang cacat dapat mempunyai keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Melalui program-program ini, diharapkan para penyandang cacat khususnya tunanetra perempuan dapat membentuk jati diri yang lebih baik sehingga dapat diterima oleh lingkungannya. Program rehabilitasi ini menekankan perubahan sikap dan perilaku yang berlandaskan pendekatan hak hasasi manusia (berdasarkan Konferensi Dasawarsa II Asia Pasifik). Pelayanan rehabilitasi ini sangat dibutuhkan oleh penyandang cacat yang kurang mampu atau tidak mempunyai akses pendidikan formal.
D. Kesimpulan

1. Penyandang cacat khususnya tunanetra perempuan tidak usah khawatir dalam menghadapi masa depannya. Bila jenjang pendidikan kita tidak tinggi, maka kita harus mengasah keterampilan kita dengan tekun agar dapat memiliki profesi yang menghasilkan uang. Jiwa wirausaha harus ditumbuhkan di kalangan tunanetra. Tujuannya agar tunanetra tidak menjadi penghambat, melainkan berperan aktif dalam bidang usahanya sendiri.
2.  Tunanetra perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal, baik di instansi pemerintah atau swasta, hendaknya  menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Tunjukkanlah prestasi kerja dengan baik.
3. 
Jangan mudah putus asa bila menghadapi kesulitan dalam hidup dan bekerja. Tirulah semangat kerja Bu Wayan Saba yang tidak mempunyai pendidikan tinggi tapi pintar memanfaatkan peluang usaha.

4. 
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada tunanetra perempuan dalam mendapatkan penghidupan yang layak memang tidak mudah. Perlu waktu dan sosialisasi dari pihak tunanetra sendiri (yang diwakili oleh organisasinya yaitu PERTUNI) bahwa seorang tunanetra dapat bekerja dengan baik dan profesional sesuai dengan tugas yang diembannya. Bila kita selaku penyandang cacat telah menunjukkan kualitas yang diharapkan, maka komunikasi yang baik akan terjalin.
***
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